
 

 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1081, 2016 MA. Whistleblower. Pedoman. Pencabutan. 

 

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 9 TAHUN 2016 

TENTANG 

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) 

DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN  

YANG BERADA DIBAWAHNYA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam mewujudkan kewibawaan dan martabat 

lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran 

serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan 

nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan 

pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur 

badan peradilan yang melihat dan/atau mengetahui 

adanya hal tersebut, wajib melaporkan pada Badan 

Pengawasan; 

  b. bahwa dalam mendorong peran serta masyarakat untuk 

mencegah pelanggaran serta mempercepat 

pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk 

meningkatan pelayanan peradilan, bagi masyarakat yang 

melihat dan/atau mengetahui hal sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dapat melaporkan kepada 

Badan Pengawasan; 

  c.  bahwa ketentuan mengenai penanganan pengaduan yang 

diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 dan pedoman penanganan 

pengaduan melalui layanan pesan singkat (SMS)  yang 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2016, No.1081 -2- 

diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Nomor 216/KMA/SK/XII/2011 sudah tidak memadai lagi 

serta untuk menampung kebutuhan masyarakat, perlu 

mencabut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang  Pedoman 

Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan 

Lembaga Peradilan dan Surat Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Nomor 216/KMA/SK/XII/2011 

tentang pedoman penanganan Pengaduan melalui 

Layanan Pesan Singkat Elektronik; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang 

Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing 

System) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang berada dibawahnya; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958); 

  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5076); 

  3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077); 

  4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang  

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078); 
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  5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang  

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5079); 

  6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 

Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3713); 

  7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4189); 

  8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  9. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum 

Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5591); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN 

PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI 

MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA 

DIBAWAHNYA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Mahkamah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi 

atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik 

dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan 

pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran 

terhadap Kode Etik dan kode perilaku Pegawai Aparatur 

Sipil Negara (ASN), Pelanggaran hukum acara atau 

Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau 

peraturan disiplin militer,  maladministrasi dan 

pelayanan publik dan/atau Pelanggaran pengelolaan 

keuangan dan Barang Milik Negara. 

2. Penanganan Pengaduan adalah proses kegiatan yang 

meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, 

penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, 

pemeriksaan, Pelaporan, tindak lanjut, dan pengarsipan. 

3. Meja Pengaduan adalah unit kerja khusus yang ditunjuk 

untuk menangani Pengaduan di Mahkamah Agung atau 

Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Meja 

Pengaduan bertugas melayani dan menerima Pengaduan 

serta memberikan informasi lain yang diperlukan 

masyarakat atau Pelapor berkaitan dengan proses 

Penanganan Pengaduan. 

4. Penelaahan Pengaduan adalah kegiatan meneliti dan 

mengkaji suatu Pengaduan apakah dapat atau tidak 

untuk ditindaklanjuti. 

5. Pimpinan Mahkamah Agung adalah Ketua, Wakil Ketua, 

dan Ketua Muda/Kamar pada Mahkamah Agung. 

6. Hakim adalah Hakim Agung, Hakim Ad Hoc dan Hakim 

Yustisial pada Mahkamah Agung serta Hakim, Hakim Ad 

Hoc, Hakim Yustisial dan Hakim Non Palu pada badan-

badan peradilan yang berada dibawahnya. 

7. Pihak Terkait adalah Hakim atau pegawai Aparatur Sipil 

Negara di Mahkamah Agung atau badan peradilan yang 
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berada dibawahnya yang meskipun tidak ditunjuk 

sebagai pihak yang diadukan oleh Pelapor di dalam 

Pengaduannya tetapi karena kedudukan, tugas dan 

fungsinya ada keterkaitan dengan masalah yang 

diadukan.  

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai 

Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian 

dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan 

atau diserahi tugas negara lainnya di lingkungan 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada 

dibawahnya, termasuk prajurit Tentara Nasional 

Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang dipekerjakan di Mahkamah Agung, dan 

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

9. Pelanggaran adalah sikap, ucapan dan/atau perbuatan 

yang dilakukan oleh seorang Hakim atau Pegawai 

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan badan 

peradilan yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik dan 

pedoman perilaku, serta petunjuk atau pedoman 

pelaksanaan tugas. 

10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh tim pemeriksa dengan cara meminta 

keterangan kepada Pelapor, Terlapor, Saksi-Saksi dan 

pihak-pihak terkait lainnya untuk mendapatkan 

dokumen-dokumen terkait (surat atau elektronik), barang 

bukti, dan observasi lapangan yang dihimpun dan 

kemudian dianalisa guna memberi keyakinan kepada tim 

pemeriksa tentang terbukti atau tidaknya suatu dugaan 

Pelanggaran. 

11. Konfirmasi adalah tindakan meminta informasi kepada 

Pelapor untuk memperjelas suatu laporan/Pengaduan. 

12. Klarifikasi adalah tindakan meminta tanggapan atau 

penjelasan mengenai hal yang diadukan kepada Terlapor 

dan/atau Pihak Terkait. 
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